
Ol,BEnltT'R JATTA TEXGAII
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

Menilalbang

Mengingat

NOMOR 9,51/fO TAIIUN 2022

TENTANO

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
daJt Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, jo. Pasal 2 Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Talun 2022 lentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Qubernur w4jib
menetapkan Upah Minimup Provinsi setiap tahun dan
ditetapkan dengan Keputussn Gubernur mendasarkan
pada ketentuan yang mengatur penetapan upa}I minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huru{ a, perlu menetapka-n Keputusan Gubernur
tentarrg Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peratumn-
Peraturan Nega.ra ?ahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakeiaan {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tent:rrq
Cipta Kerja (i,embaran Negara Repubtk Indonesia ?ahun
2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undsng-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 Gntang
Pemerints-han Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaralr
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teLah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (I-embamn Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 46, Tambahaa Irmbaran Negara Republik
lndonesira Nomor 6648);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
tentang Penetapan Upah Mirrimum ?ahun 2023;



6. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun
2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan
S€loetariat D€wan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa
Bhakti Tahun 2022 - 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi
Jawa Tengah tangga! 22 Nanembr.r 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KEL]MA

KEENAM

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar
Rp.1.958.169,69 (satu juta scmbilan ratus lima puluh delapan
ribu seratus enam puluh scmbilan rupiah enam puluh
sembilan sen).

Upah Minimum Prwinsi sebagaimana dimakBud dalar
diktum KESATU adalah upah minimum yang berlaku untuk
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Upah Mini$um Provinsi seba$imana dimaksud dalam
dildum KESATU berlaku bagi Pekefa/Buruh dengan masa
kerja kurang dari 1 (satu) ts.hun pada Perusahaan yang
bersantkutan.

Perusahaan memb€rikan upah diatas Upah Minimum Pmvinsi
sebegeimena dimaksud diktum KESATU kepada
Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih,
ditetapkan oleh masing-masing perusalaan berpedoman pada
struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubemur ini
dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagake{aan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1

Janueri 2O23.

Di di Semaran
2022

TENGAH,

owo

SALINAN : Keputusan Gubemur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakedaan Republiklndonesia;
3. Wakil Oubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekr€taris Daerah Pmvinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jaq? Tengah;
7. Bupati/Watikota s€ Jawa Tengah;
8. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota S€marang;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;

KETICA



10. Ketua Dervan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia
Jawa Tengah;

11. Para Ket Serikat Pekeria/S Buruh


